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BUPATI BALANGAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN 
NOMOR 5 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
IZIN LOKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BALANGAN, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka kegiatan 

penanaman modal, setiap perusahaan 
memerlukan tanah untuk 
melaksanakan rencana penanaman 
modalnya; 

 
b. bahwa sebelum memperoleh tanah yang 

diperlukan untuk melaksanakan 
rencana penanaman modalnya di 
Daerah, perusahaan terlebih dahulu 
wajib mempunyai izin lokasi; 

 
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 6 Peraturan Menteri Negara 
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Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang 
Izin Lokasi, Bupati berwenang untuk 
memberikan izin lokasi; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Tanah 
Bumbu dan Kabupaten Balangan di 
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4265); 
 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang- Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

 

6. Peraturan Menteri Negara Agraria 
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin 
Lokasi; 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
32); 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan 
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2008 
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Nomor 43); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BALANGAN 
 

dan 
 

BUPATI BALANGAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN 
LOKASI. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Balangan. 

4. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum 
yang telah memperoleh izin untuk melakukan 
penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

5. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk 
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka 
penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin 
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pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah 
tersebut guna keperluan usaha penanaman 
modalnya. 

6. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah yang 
selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur 
tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola 
ruang wilayah Kabupaten Balangan. 

7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang 
selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten 
Balangan. 

8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 
dari permukiman, baik perkotaan maupun 
perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan  layak huni. 

9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah 
bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi 
atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

10. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan 
untuk tempat melakukan kegiatan sosial budaya 
yang terdiri dari gedung pelayanan pendidikan, 
pelayanan kesehatan, kebudayaan, gedung 
pelayanan umum, dan tempat pemakaman. 

11. Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang 
digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari 
gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, 
wisata dan rekreasi, dan gedung tempat 
penyimpanan. 

12. Fasilitas pengelolaan lingkungan adalah fasilitas 
yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan 
lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air 


